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Bismillahirrahmanirrahim,

Pertama-tama, penulis hendak menyampaikan Kalimat
Tahmid Alhamdulillahi Rabbill’alamin. Atas Rahmat dan Maunah
Allah SWT, penulis dapat merampungkan penyusunan buku ini
tentu di tengah kesibukan menjalankan tugas dan fungsi peradilan

etika penyelenggara pemilu, namun dengan segala kekurangan
yang ada, buku ini akhirnya dapat selesai hingga diterbitkan.

Pengantar singkat ini, penulis ingin menyampaikan bahwa
pada tahun 2019 kita bangsa Indonesia telah dengan sukses

menyelenggarakan pemilu nasional yang digelar secara serentak,

untuk pertama kali dalam sejarah pelaksanaan pemilu pasca

reformasi. Selain pemilu serentak yang menggabungkan tiga jenis

pemilihan umum secara serentak yaitu pemilihan presiden dan

wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota, kita juga pada tahun 2020 seakan menjadi tahun

turbulensi bagi penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan

Pilkada Serentak Tahap Keempat di 270 daerah. Goncangan
dimulai ketika World Health Organization (WHO), menetapkan
corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global (11

Maret 2020), menyusul Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020
tentang penetapan Covid 19 sebagai bencana nasional (13 April
2020). Pilkada yang sedianya diselenggarakan pada 23 September
2020, mundur 9 Desember 2020 melalui UU Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota.
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pKPP yang memikul tugas penegakan koge :
peyelenggara pemilu, harus beradaptasij dengan
baru di era new normal (kenormalan baru) dajq
penanganan/persidangan kode etik dan tugas.
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Sekurangnya dua turbulensi bagi penyelenggara i |
Pertama, Covid 19 adalah bencana non alam yang tidak dapa;
dielakkan dan berpotensi memperluas cluster-cluster bary, .
Kedua, konstelasi Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid 19 lebip
dinamis dibandingkan pemilu legislatif atau pemilu presiden
dan wakil presiden. Kebiasaan dalam Pilkada, penyelenggara |
dihadapkan langsung dengan konflik kepentingan karena
dekatnya relasi dengan kekuasan di daerah. Ibarat mengarungi
lautan, penyelenggara pemilu dituntut memilki kebiasaan
seperti pelaut. Pada tahun 2020 ini, penyelenggara pemilu tengah
dihadapkan dengan badai dahsyat dan ombak besar. Akan disebut
pelaut ulung jika terbiasa, tidak takut, dan selamat mengarungi
lautan dengan badai dahsyat dan ombak besar.

Meneladani jiwa pelaut ulung, Pilkada 2020 .d! tengah
Pandemi Covid 19 tetap diselenggarakan untuk keberlangsungan
nafas demokrasi dengan memperhitungkan aspek-aspek yang
harus dipedomani, bukan bermodal nekad. Orang yans cerdas
berakal itu selalu menghitung konsekuensi, sementard orang ?rang
nekat dan penuh spekulasi itu selalu menghitungr esiko. M estm}:r
penyelenggara pemilu itu menghitung konsekuenst. Mg
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tidak mudah, tapi itulah konsekuensi yang harus diamalkan
para penyelenggara sebagai bagian dari prinsip professional dan
tanggungjawab jabatan/profesi.

Alhamdulillah, hari pencoblosan (voting day) Pilkada 2020
berlangsung lancar. Tapi, hari pencoblosan bukan tahapan akhir
dari pemilihan, masih banyak tahapan-krusial yang dihadapi
penyelenggara. Penyelenggara Pemilu masih akan dihadapkan
dengan godoan-godaan lain yang berpotensi pelanggaran etika
dan pelanggaran hukum. Jika, sampai pada tahapan pemilihan,
para penyelenggara telah sukses mengarungi lautan dengan
aneka goncangan. Harus dipastikan hasil akhirnya adalah selamat

mengantarkan Pilkada untuk terpilihnya kepemimpinan daerah
sesuai kehendak suara terbesar rakyat daerah.

Demokrasi yang baik diawali dari pemilu yang berintegritas
sehingga diharapkan menghasilkan pemimpin yang berintegritas
pula. Sedangkan pemilu yang berintegritas harus diawali dari
penyelenggara pemilu yang berintegritas. Sebaliknya, jika
penyelenggara pemilu tidak memiliki integritas, maka pemilu
yang dihasilkan pun akan nir-integritas dan akibatnya akan lahir
pemimpin yang cacat moral. Sinergitas penegakan hukum (rule of
law) dan penegakan kode etik (rule of ethics) sangat diperlukan.
Jadi kita tidak boleh mempertentangkan antara sistem norma
hukum dengan sistem norma etika. Memperhadapkan antara
hukum dan etika sebagai dualisme justru akan menjadikan orang

tergelincir.

Akhirnya, penulis hendak menyampaikan ucapan terima

kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah terlibat langsung
maupun tidak langsung dalam membantu mengumpulkan

dan merapikan kembali tulisan penulis, hingga dapat tersusun
menjadi buku sebagaimana di tangan pembaca ini. Penulis

Pemilu Berintegritas g



menyampaikan terima kasih kepada anggota DKpp o ;
prasetyo, Dr. Alfitra Salam, Dr. Ida Budhiati, Didik Supriya:: Tegm1
M.IP, Pramono Ubaid Tanthowi, MA., Muhammad Aﬁfllddim' Sip

MH dan Sekretaris DKPP Yudia Ramli yang telah bersam:' SHY,
: Sam,

mengg
menegakkan kehormatan penyelenggara dan institys;j pe

. m“ihan.
umum agar tetap dipercaya masyarakat.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Sdr'Rﬂhman
vasin dan Dina Eka yang telah bersama-sama membang,
mengumpulkan bahan hingga mengedit dari beberapa tulisgp
penulis hingga menjadi buku yang ada ditangan pembacg ini
Terimakasih untuk semua pihak termasuk penerbit yang te|sp
memberikan kontribusi terhadap penerbitan buku ini. Karya
ringan ini membutuhkan saran positif konstruktif dari pembacz

untuk perbaikan revisi berikutnya.

Jakarta, November 2021

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.S.
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TITIK TEMU ETIKA DAN PEMILU

A. Titik Temu Etika dan Pemilu Demokratis

Etika

Dalam banyak literatur klasik dan kontemporer, kajian ilmiah
mengenai sejarah perkembagan etika selalu dikaitkan dengan
pemikiran-pemikiran filsafat terutama filsafat Yunani yang sejak
berpuluh-puluh abad silam telah diperbincangkan. Franz Magnis
Suseno misalnya, dengan merujuk pada berbagai literatur klasik
(dalam Ludigdo) mengatakan, bahwa pemikiran filsafat yang
berkembang pada era modern sekarang ini tidak lepas dari
pengaruh pemikiran filsafat Yunani. Dalam perkembangan filsafat
Yunani, kita mendapatkan klasifikasi pemikiran filsatat seperti
metafisika dan etika. Namun perkembangan pemikiran filsafat
metafisika dan etika ini sesungguhnya bermula dari filsafat alam.
Tipe pemikiran filsafat alam inilah disebut sebagai filsafat pra-
Socrates (Betrand Russel). Pemikiran etika dapat ditelaah melalui
pemikiran-pemikiran generasi setelah Pytagoras (570-496 SM).

Sebagai gambaran awal untuk menghantarkan pembahasan
buku ini, penulis hendak menekankan perhatian utama kepada
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fra-struktur yang me¢ 2
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etik
elembagaan penegaknya, sehingga sistem, cilks dd‘
benar-benar bersifat fungsional. Dj er, dosa 0;:

dern sekarang, hamper dikatakan terus berkembang dimg

mo efb hkan hampir di seluruh dunia, mulai muncy) kESada:t
maﬂalu:s untuk membangun infra struktur etik d; lin gkun n
;faa;lagtan-jabatan publik. Bahkan pada tahun 1996, Sidang Um?:
PBB merekomendasikan agar semua negara 'anggot_a m Embanm_
apa yang dinamakan “ethics infra-structure in public offices” yang
mencakup pengertian kode etik dan lembaga penegak kode %

Kalangan pemikir filsafat politik dan kaum strukturalis
modern menganggap bahwa kehidupan sosial dan kehidupag
kolektif dalam perkembangan dan pengertian kekeluargaan
persahabatan, serta kebersamaan sebagail sesama umat manusiz
hendaknya dikuatkan dengan nilai-nilai kebaikan, kejujuran,
dan keadilan yang tinggi yang harus dijunjung tinggi termasuk
dalam kehidupan bernegara. Filsafat pemikiran ini dalam tahap
perkembangan kemudian dilanjutkan oleh Democritus (460-
371 SM) yang pada intinya mengajarkan dan menekan@
pentingnya keadilan. Keadilan menjadi nilai etika dan moralitas
dalam kehidupan bersama baik dalam kerangka persz-th:ﬂbaﬁ‘n _
maupun dalam persaudaraan. Plato menekankan idea yans baL:
dan menjadi pedoman hidup sekaligus sebagai penuntun umat
manusia dalam menggapai kebaikan.

1] Jimly Asshiddigie, | Yeniguatan Sistem Pemerintaban Presidential dan Sistem Peradilan M odern,
Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm, 175




Etika Yunani maupun etika modern secara substansial
memiliki persamaan, di mana etika memberikan arahan agar
manusia dapat hidup dengan baik dan bermakna berdasarkan
nilai-nilai kebaikan universal. Agar manusia hidup baik maka yang

perlu ditempuh ialah dengan menggunakan etika kebijaksanaan.

Etika kebijaksanaan inilah yang memunculkan orang-orang

bijaksana, karena Orang-orang bijaksana memahami kehidupan
dengan pemahaman atas kosmos dan realitas. Danitulah sebabnya
mengapa Plato mengatakan, negara dan pemerintahan demokrasi
haruslah di bawah kendali orang-orang bijaksana. Karena orang-

orang bijaksana tidak hanya menggunakan rasionalitasnya tetapi
juga akal budi untuk memahami realitas.

Pada tahap perkembangan berikutnya adalah pemikiran
Yunani dari Aristoteles (384-322 SM). Aristoteles menggambarkan
etika secara lebih kritis, reflektif dan memiliki argumentasi yang
kuat (Suseno) etika menurut Aristoteles sebagai sebuah cabang
ilmu filsafat yang mandiri. Pendapat inilah yang membedakan
Plato dengan Aristoteles. Menurut Aristoteles, pendapat Plato
tentang idea. Idea menurutnya lebih merupakan interpretasi
terhadap suatu realitas, di mana manusia memiliki kompetensi
tertentu untuk membuat konsep-konsep universal mengenai
fenomena-fenomena empiris yang menjelaskan bagaimana
menolak alam idea yang abadi. Manusia tidak perlu melakukan
perenungan atas idea untuk mencapai kehidupan. Pendek kata
pemikiran Aristoteles lebih pada pendekatan empiris yang
menekankan realitas inderawi.

Para pendiri bangsa (the founding fathers) dalam proses
dialektika formulasi nilai UUD 1945 berhasil menggali dan
menempatkan nilai-nilai etika dan moral dalam berbagal bidang

kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, sosial,
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ekonomi, dan lain-lain untuk dituangkan ke dalam UUD 1945 Dy
dalam Pembukaan UUD 1945, nilat ctlka' dz.m .m?l:a] terdapa dj
seluruh pokok pikiran, yang kemudian nilai-nilai itu d'jabﬂrkan

ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Itu sebabnya, UUp 194¢

sejatinya merupakan sintesa nilai etika dan moral yang dia"gkat

dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dikenal religiyg,

berperikemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan Hal

ini sangat simetris dan sinergis dengan tujuan bernegara dan
berk{)nsﬁmsi Yakni mengal'ahkan kepﬂda moral kehidUPan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang lebih baik.”

Nilai-nilai luhur itu kemudian disepakati untuk diformalisag;
dengan sebutan Pancasila. Didalam Pancasilaitu, nilai ketuhanan
ditempatkan sebagai sumber etika dan spiritualitas pada posis;
yang sangat penting sebagai fundamen etik kehidupan berbangsa
dan bernegara. Penegasannya, Indonesia bukanlah negara agama
dan bukan pula negara sekuler, karena Indonesia melindungj
hidupnya semua agama dan keyakinan serta mengembangkan
agama untuk bisa memainkan peran yang berkaitan dengan
penguatan etika sosial. Dalam pemikiran Pancasila, nilai-nilai
kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan,
hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia juga meruapakan
fundamen penting bagi etika politik kehidupan bernegara.
Pengakuan dan pemuliaan hak-hak dasar warga negara secara

adil dan beradab merupakan prasyarat yang tak boleh diabaikan
dalam bernegara.?

Pemilu Demokratis

Pada dasarnya, prinsip demokrasi yang utama adalah
kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan demikian dalam

2] 1bid, b3,
B g


















































































































































































































































































































































































































































































